fSBAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA BALIKPAPAN

JI. MT. Haryono No.109 RT. 37 Kel. Damai Bahagia, Kec. Balikpapan
Selatan, Kode Pos 76114, email: bawaslubalikpapan@gmail.com

Nomor : 103/PM.00.02/K.KI-08/10/2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Imbauan Alat Peraga dan Bahan Kampanye
Kepada Yth.

1. Ketua Tim Kampanye Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur Kalimantan Timur Kota Balikpapan

2. Ketua Tim Kampanye Calon Walikota dan Wakil
Walikota Balikpapan

Tempat

A. Dasar Hukum :

1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi
Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali dan
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah menjadi Undang-
Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penangangan Pelanggaran Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Tahun 2024;



5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2024 tentang
Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 /PM.00/K1/08/2022
tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan
Sengketa Proses Pemilihan Umum;

7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 103
tentang Identifikasi Kerawanan dan Strategi Pencegahan
Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Tahapan Kampanye Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta
Walikota dan Wakil Walikota;

8. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor:
277 Tahun 2024 Tentang Fasilitas Jumlah dan Jenis Bahan
Kampanye Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Balikpapan Tahun 2024.

9. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor:
278 Tahun 2024 Tentang Penambahan Bahan Kampanye dan Alat
Peraga Kampanye Yang Dapat Dicetak Oleh Pasangan Calon
Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Balikpapan Tahun 2024.

. Bahwa sehubungan dengan berjalannya Tahapan Kampanye Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

Walikota dan Wakil Walikota. Bersama ini, Bawaslu Kota Balikpapan

mengimbau kepada Pasangan Calon dan atau Tim Pemenangan

Pasangan Calon:

1. Bahwa kegiatan Kampanye dilaksanakan pada masa Kampanye dan
sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;

2. Bahwa Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 21 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi
Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali dan
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 2 Tahun 2020

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang nomor 1 Tahun



2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah menjadi Undang-

Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,

dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Pasal 1 angka 12

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 tahun 2024

tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

menyatakan bahwa Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut

Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan

menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon

Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon

Walikota dan Calon Wakil Walikota;

. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan

Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

Walikota dan Wakil Walikota:

Pasal 24 (1) sampai dengan ayat (4) menyatakan:

(1) KPU PRovindi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi
pelaksanaan metode penyebaran bahan Kampanye kepada
umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d;

(2) Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Selebaran;

b. Brosur;
c. Pamflet; dan/atau
d. Poster.

(3) Desain pada bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) paling sedikit memuat materi Kampanye dan program
Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)
dan ayat (2)

(4) Desain pada bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau
Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon
dan/atau tim Kampanye kepada KPU Provinsi dan KPU

Kabupaten/Kota melalui petugas penghubung Pasangan Calon.



Bahwa bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
ayat (2) disebarkan kepada masyarakat pada:
e. Pertemuan terbatas;
f. Pertemuan tatap muka dan dialog;
g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
h. Tempat umum.

Pasal 27 ayat (1) sampai dengan ayat (4) menyatakan:

(1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi
pelaksanaan metode pemasangan alat peraga Kampanye
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e;

(2) Alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

i. Reklame;
j. Spanduk; dan/atau
k. Umbul-umbul

(3) Desain pada alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) paling sedikit memuat materi Kampanye dan program
Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)
dan ayat (2);

(4) Desain pada alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) disampaikan oleh disampaikan oleh Partai Politik Peserta
Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan
Calon dan/atau tim Kampanye kepada KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota melalui petugas penghubung Pasangan Calon.

Pasal 28 menyatakan:

(1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan
pemerintah daerah, untuk menetapkan lokasi pemasangan alat
peraga Kampanye;

(2) Pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan:

1. Keputusan KPU Provinsi untuk untuk pemilihan gubernur

dan wakil gubernur; dan



m. Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan
wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.

(3) Pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika,
estetika, kebersihan, dan keindangan kota atau kawasan
setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

(4) Pemasangan alat peraga Kampanye pada tempat yang menjadi
milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis
dari pemilik tempat tersebut;

(5) Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3
(tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara;

(6) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pembersihan
alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
berkoordinasi dengan:

a. Pasangan Calon;

b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik
Peserta Pemilu;

c. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan

d. Pemerintah Daerah.

Pasal 37 menyatakan:

(1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik
Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat
meencetak bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (2) sebagai bahan Kampanye tambahan;

(2) Pencetakan bahan Kampanye tambahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menggunakan anggaran Partai Politik Peserta
Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan
Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan:

a. Ukuran bahan Kampanye sesuai dengan ukuran bahan
Kampaye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota; dan

b. bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100%



(seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada setiap
Pasangan Calon.

(3) Penambahan bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota;

(4) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik
Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam
melakukan penambahan bahan Kampanye memedomani
keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).

Pasal 38 menyatakan:

(1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik
Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat
membuat dan mencetak bahan Kampanye selain yang difasilitasi
oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud Pasal 24 ayat (2) meliputi:

a. Pakaian;

b. Penutup kepala;

c. Alat makan/minum,;
d. Kalender;

e. Kartu nama;

f. Pin;

g. Alat tulis;

h. Payung;

[y
.

Stiker paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter) x 5
cm (lima sentimeter); dan/atau
j. Atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Setiap bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
harus memiliki nilai:
a. paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika

dikonversikan dalam bentuk uang;



b. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai standar biaya masukan;
dan/atau

c. harga yang wajar.

Pasal 39 menyatakan:

(1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta
Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat
menambahkan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (2) sebagai alat peraga Kampanye tambahan;

(2) Alat peraga Kampanye tambahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu
atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon,
dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan:

a. ukuran alat peraga Kampanye sesuai dengan ukuran alat
peraga Kampanye yang difasilitasi KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota; dan

b. alat peraga Kampanye dapat dipasang paling banyak 200%
(dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

(3) Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3
(tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara;

(4) Pembersihan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan oleh Pasangan Calon, Partai Politik
Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu,
dan/atau tim Kampanye;

(5) Penambahan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memedomani Keputusan KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota mengenai spesifikasi dan jumlah alat peraga
Kampanye;

(6) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta
Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam
melakukan penambahan alat peraga Kampanye memedomani

Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana



dimaksud pada ayat (5)

4. Bahwa sebagaimana uraian pada angka 3 (tiga) di atas, terhadap

Bahan Kampanye maupun alat Peraga Kampanye yang sampai saat
ini masih terpasang di seluruh Kota Balikpapan dan tidak sesuai
dengan desain yang ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota, agar segera ditertibkan secara mandiri oleh Partai
Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu,

Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye;

. Bahwa jika dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak Surat

Imbauan ini disampaikan, bahan Kampanye maupun alat Peraga
Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) di atas
masih belum ditertibkan secara mandiri oleh Partai Politik Peserta
Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan
Calon, dan/atau tim Kampanye, maka Bawaslu Kota Balikpapan
akan  berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk
menertibakan bahan Kampanye maupun alat peraga Kampanye

sebagaimana dimaksud.

Demikian Surat Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan

kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Balikpapan, 02 Oktober 2024
Bawaslu Kota Balikpapan
Ketua

Tembusan Kepada Yth:

RO~

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur

Kepala Badan Kesbangpol Kota Balikpapan

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan
Arsip



